
BUPATI TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 10

TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang bahwa dalam rangka pembiayaan pelaksanaan pemilihan ulang

Kepala Kampung yang belum terakomodir dalam Peraturan Bupati

Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian

Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung

Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Nomor 25 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tulang Bawang

Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian

Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung

Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan

Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten

Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor '23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5717);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1604);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun

2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 Nomor 03, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03);

21. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2017

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Tahun Anggaran 2017
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang

Bawang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 10 Tahun 2017
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Tahun Anggaran 2017

(Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor
56).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 10 TAHUN
2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN KEUANGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 10 Tahun
2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan

Pemilihan Kepala Kampung Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 25Tahun 2017 disisipkan 1 (satu)
Pasal, yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung juga diberikan
Kepada Kampung yang dalam pelaksanaannya terjadi Pemilihan Ulang yaitu

sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang
Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal «28 September 2017

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 28 Sep+ernbet" 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

S O B RI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017 NOMOR : “ ƒ

SALINAN SESUAl DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

PERUNDANG •UNDANGAN,

SAUT SINURAT, SH
PEMBINA TK II IV.B

NIP. 19690110 199403 1 00?


